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PUTUSAN

Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL

ZTARE A z
M@;@@M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan
perkara Cerai Talak secara elektronik:

agama Islam, pekerjaan

al di xxXxxxxxxxxx Blitar,

7
sekarangiékerjart

XXXXXXXXXXX , umur 38 tahun, “aigiema B n Swasta, tempat tinggal
di xxxxxxxxxxx Blitar, Sekarang berdomisili di- XXXXXXXXXXX

Kediri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-
bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari
2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor
0168/Pdt.G/2024/PA.BL., tertanggal 11 Januari 2024, mengajukan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2009M Pemohon dengan
Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar
sebagaimana tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX

2. Bahwa setelah menikajg# Shtere—Redidhgn dan Termohon kumpul

sejak sekitar
sudah mulai

sering terjadi

tahun 2015 antéra

Pemohon tinggal

Femadiat] |ar tahun 2016 Pemohon

kerumah orang tua Termoh®

bekerja ke Malaysia, dan pulang cuti sekitar tahun 2018 pada saat pulang
cuti tersebut antara Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa rukun dan
hidup sendiri-sendiri, kemudian Pemohon bekerja keluar negeri kembali dan
belum pernah pulang hingga Permohonan ini diajukan;

5. Bahwa dengan keadaan seperti diurai diatas, terbukti Rumah tangga
antara Pemohon dan Termohon mengalami perpecahan yang sulit disatukan
lagi, antara keduanya telah tidak rukun dan tidak harmonis serta pisah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun, selama pisah tersebut antara

keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah,

mawadah warrohmah sebagaimana yang diharapkan sulit untuk terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Blitar Cg. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan
memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan
putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (XXXXXXXXXXX );

2. Memberi izin kepada Pemohon_Qooeetxxxxxx ) untuk menjatuhkan Talak

@dapan sidang Pengadilan

1 Roji terhadap Termohqgifoet )KX

ST

tk@natfla Pemohon niend

Agama Blitar;
ASbaturan perundang-

L

* = “*r';'" S.’J' .l1
-

hadir sebagai wakil at@l knya dan ketiak h

dengan cara memberi nasihat
Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut
dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon

mengajukan alat bukti surat, berupa:

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxx atas hama Pemohon

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 30 September
2012 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi
tanda (P.1);

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Xxxxxxxxxxx atas nama Pemohon
dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Ponggok
Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 24 Agustus 2009 yang telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis bukt tersebut diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat atas, Pemohon juga
mengajukan saksi-saksi kg
1. XXXXXXXXXXX :
Tangga, bertemb

Di bawah sumpal ‘

- Bahwa .Peffj

saja, namun sejak Yabyn QK- ' gk
pertengkaran antara Pt . on disebabkan masalah

kebutuhan ekonomi, TermohOHse keluar rumah tanpa pamit
dengan Pemohon, dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, sering
pergi dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah
tempat tinggal, yang hingga kini kurang lebih 7 tahun lamanya;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon

tidak pernah rukun kembali;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL
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- Bahwa saksi sebagai adik kandung telah berusaha untuk memberikan

nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXXXXX , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx Blitar;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dkan Termohon karena

saksi adalah Tetangga Pemohon; e

pada tahun 2009;

- Bahwa setelah .‘.. H K \ dengan Termohon

pertengkarar
kebutuhan ¢

nasihat kepada Pemohon ags Abali dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon;
Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu
apapun dan memberiksan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Januari
2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon

putusan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal
ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dianggap telah

termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih  dahulu, Majelis Hakim perlu
mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta

kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

,,..:az

i telah dn6 - fcanto

1971 tanggal 23 J&
Oktober 1994 dan Ke

perkara a quo; -

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh
Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai
agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 juncto Pasal 66 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL
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Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon bahwa Termohon
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat
(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan
Agama Blitar berwenang untuk memeriksa daan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon

memiliki  legal standing untuk _meggajukan permohonan perceraian

sebagaimana diatur Pasal 49 A¥; Pasal 66 Undang-Undang

menasihati Pemofig
terpenuhi ketentug
tahun 1989 tenta

o MedRgE e
kedua pihak yang befgl . oleh karena Term
persidangan, maka medid&tidaRig@pat di ndkan, S

Menimbang, bahwa Té ipanggil secara secara
resmi dan patut menggunakan ja ' T Pos Indonesia namun tidak
pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai
wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu
alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah
dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini

diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan

dalam kitab Al Anwar Juz Il halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai
pendapat Majelis yang berbunyi:
By LS e 2y Ll 5y 5t S w30
Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara
itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);
Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadiran Termohon hanya

beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon,

sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan

tangga Pemohon
@hun 2014 antara

_
memandang perlu mendengarkiugke

atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan
hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan
bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang

akadnya mitsagan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon
telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa
fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim
menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor
10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021
tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-
surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1_dap.R2 tersebut merupakan akta otentik

se

171, 172 HIR juncto ~\ _
Tahun 2006 dan dirubah untuk kal™R sFgan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut
mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah
dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL
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Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat

sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara
Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada
tanggal 24 Agustus 2009 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan
Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah
terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah

mpulannya tersebut, maka telah

dikuatkan dengan bukti-bukti dan__Kesi

ohon, pergi
hon;

A sekarang 7
tahun Iamany | :
4. Para saksi _ -‘ m ika nfabar rukun lagi
dengan Termohdf ta e :

Menimbang, baRg i @ g€rcantum dalam Al

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih

dan sayang,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2024/PA.BL
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maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah
tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih
sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang
sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
pisah tempat tinggal selama 7 tahun, rumah tangga yang demikian itu,
mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali,

diceraikan;

Menimbang, m perceraian
merupakan perbuglis dan suami istri
sudah tidak saling i lagi Selg ng dialal b fPemohon dan
Termohon tersebuf, i ' '

Allah SWT dalam &

dengan pendapat dalam Kkit&g
halaman 83 yang berbunyi:

i OY ) 28 08500 ) o) el oy oo Y vl g
W dall =) s W Mg U1 pmendls e ot e (SOl ol

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
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nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh
(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah
satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah
aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon
dinilai cukup beralasan dan terbukti menurut hukum sebagaimana yang
dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam(HI) oleh karena itu permohonan

k) Gl ARCIZEINTEE

1989 tentang
Peradilan Agama
2006 dan dirubahy

lpmor 3 Tahun

Satu Raj'i terhadap Termoho XXX - dli depan - persidangan
Pengadilan Agama Blitar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini

sebesar Rp. 320.000 ,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan
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dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Syaukani, S.H.,
M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H. dan Dra. Khutobi'in,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Muchlis,
S.H., M.Hes., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum
Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran
2. Biaya Proses \
3. PNBP Pendaftaran Rp.
Surat Kuasa.........

4. Panggilan ............ .

5. PNBP Panggilan... Rp.

6. Sumpah Rp  100.000,-

7. Redaksi............... Rp. 10.000,-

8. Meterai............... Rp. 10.000,- Yusri Agustiawan, S.H., M.H.
Jumlah ............... Rp. 320.000,-

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
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